5.1

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

4.

Rata-rata rasio kemandirian Kabupaten Gorontalo masih sangat

rendah atau masih kurang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa

Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih kurang baik dalam

memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Rata-rata rasio Efektivitas Kabupaten Gorontalo sebesar 130,647%

yang berarti bahwa efektivitas PAD di Kabupaten Gorontalo telah

dilakukan dengan efektif sehingga apa yang dianggarkan dapat

tercapai dengan baik.

Rata-rata rasio Pertumbuhan Kabupaten Goorntalo sebesar 19,985%

yang berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo

terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014

Struktur penerimaan PAD meliputi 4 penjabaran berikut:

a. Rata-rata rasio Kontribusi pajak daerah di kabupaten Gorontalo
sebesar 13,125% yang terletak pada kriteria yang kurang. Artinya
pajak daerah belum mampu untuk memberikan sumbangan besar

bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo



b. Rata-rata rasio Kontribusi retribusi daerah di kabupaten Gorontalo
sebesar 10,995% yang terletak pada kriteria yang kurang. Artinya
retribusi daerah belum mampu untuk memberikan sumbangan
besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.

c. Rata-rata rasio Kontribusi Hasil Pengelolan Daerah yang
Dipisahkan di Kabupaten Gorontalo sebesar 6,075% yang terletak
pada kriteria yang sangat kurang.

d. Rata-rata rasio lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Gorontalo
sebesar 69,805% yang terletak pada kriteria yang sangat besar.
Artinya sumber PAD Kabupaten gorontalo merupakan hasil yang
diperoleh dari lain-lain PAD yang sah.

5. Rata-rata rasio Otonomi Fiskal Kabupaten Goorntalo sebesar 7,486%
yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Gorontalo belum mampu
untuk menjadi sebuah kabupaten yang memiliki derajat otonomi fiskal
yang baik.

6. Rata-rata rasio Kemampuan PAD Kabupaten Gorontalo dalam
menutupi belanja rutin sebesar 9,500% yang berarti bahwa
Pendapatan Asli Daerah belum mampu untuk menutupi belanja
operasional pemerintahan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan
peneliti sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

yakni:



1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk dapat terus meningkatkan
PAD melalui berbagai cara diantaranya intensifikasi dan ekstensifikasi.

2. Melakukan langkah internsifikasi yakni dengan cara membina para
petugas pajak dan memberikan arahan untuk tidak menggunakan
pajak terutama dari pajak Galian C, membuatkan aturan perundang-
udangan (PERDA) yang berkaitan dengan pajak daerah serta retribusi
daerah. kemudian mengalokasikan lebih banyak belanja modal dengan
agar pendapatan asli daerah meningkat.

3. Melakukan ekstensifikasi yaitu mencari objek baru yang dapat
dikenakan Pajak daerah, yang objek-objek ini pada waktu yang lalu
tidak dikenakan pajak. Cara ini pula dapat ditempuh dengan
melakukan sosialisasi dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan
masyarakat dalam pembayaran pajak daerah dan membayar retribusi
daerah sesuai pada petugas yang dipercayakan pemerintah dalam
mengumpulkan retribusi daerah tersebut.

4. Pemerintah kabupaten gorontalo sebaiknya melakukan pembenahan
mengenai alokasi belanja modal sehingga fasilitas publik semakin
memadai sehingga implikasinya pada pendapatan asli daerah yang
semakin besar. Kemudian dalam penentuan anggaran sebaiknya tidak
terlalu besar dalam menentukan anggaran agar mudah dicapai dan
kalaupun telah tercapai dengan persentase yang besar maka terus
ditingkatan target tersebut agar pertumbuhan PAD menjadi lebih

besar.
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